
Pengantar

Pembahasan RKUHp oleh Komisi 1l DpR bersarna pemerintah memaslrki tahap akhir.
Perkembangan terakhir antara Tim perumus dan Tim Sinkronisasisecara resmi mengakhiri masa
tugasnya. Meskimasa tugas terah berakhir namun permasarahan perumusao norma daram RKUHp
masih banyak yang be rpoten si meJa ngga r kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

I. KEBEBASANBEREKSPRESI

A. NAMA BAIK PUABAT PUBLIK

Terdapat sejLrmlah pasaldalam RUU KUHp yang bertlrjuan melindungi nama baik pejabat publik.
Pasal 26J membatasi ekspresi yang menghina, yang dijelaskan sebagai perbuatan apapun yang
menyerang nama baik atau martabat presiden atau Wakil presiden di m!ka umum dapat dipidana
dengan pidana peniara paring rama 5 (rima) tahun. sedangkan pasar 269 dan 27o membatasi
ekspresiyang menghina kepala negara sahabat, wakil negara sahabat yang bertugas di ndonesia.
Sedangkan pasal 264 dan 271 membatasi menyiarkan, mempertunjukk-an ataJ menempelkan
tulisan atau gambarsehingga terlihat oleh unrum, memperdengarkan rekaman sehingga terclengar
oleh umum, yang secara berturLrt-turLrt berisi penghinaan terhadap presiden dan wakir presiden
serta kepala negara sahabat ataLl wakil negara sahab3t.

Orang yang rnelakukan penghinaan atau menyebarluaskan penghinaan terhadap peiabat publik
tersebut dapat dipeniara paling rama 4-5 tahun. Apabila perbuatan ini dirak!kan darar.
menjalankan profesi, maka hak orang tersebut untuk rnenjalankan profesinya dapat dicabut (pasal
91 ayat (1) huruf (g)). Daram penjelasan pasar 26J disebutkan bahwa penghinaan terhadap orang
biasanya merLlpakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhaJap presiden atau Wakil
Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan. Sementara pasal544 juga rnemberikan
perlindungan lebih kepada pegawainegeriyang sedang menjalankan tugasnya yalng sah dengan
menyebutkan bahwa hukuman untuk pencemaran, penghinaan, penistaan atau fitnah akan
ditambah satu pertiga.

Kata "penghinaan,,bersifat kabur. Sekalip!n dalam penjelasan pasal 261 diielaskan bahwa pasalini tidak dimakudkan untuk meniadaka
pendapat yans berbed" a"ng"n yung a,unl,uJll T,":fl:::i:j"J:lni:,il:::3'"'l;l^:jff:l:
tidak ada perbedaan yang jelas antara ekspresi ,,penghinaan,, 

ataLr yang lain seperti kritik, parod,
atau kelakar biasa.

Tujuan pembatasan ini adalah meJindungi nama baik peiabat publik. Kepentingan ini tidak sah
karena peiabat pubrik iustru harus memiriki toreransi rebih besar terhadap kr"itik t<arena teJah
bersedia mengemban fungsi publik daJam konteks demokrasi dan telah menyadarj dirinya berada

KA'IAN KRITIS LBH PERSTERHADAP PASAL.PASALYANC BERPOTENSI ANTI KEBEBASAN
BEREKSPRESI tlAN (EMEREDEKAAN PERS
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dalam pengawasan publik. singkatnya, pejabat pubrik seharusnya rnemirikitore.ansi rebih besar,
bukannya lebih kecil, terhadap kritik,,

Patut diketahui bahwa rumusan norma kedua pasal tersbeut telah diatur terlebih dahulu dalam
Pasal 1J4 dan 1J7 KUHP. Namun pasar 114 dan 117 tersebut terah dibatarkan oreh Mahkarnah
Konstitusi melalui putusan Nomor orl o22/pUU-tV/2oo6. Dalarn pertimbangannya, MK
menjelaskan bahwa, Pertama, Martabat presiden dan Wapres berhak dihormati secara protokoler
namun keduanya tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh keduclukan
dan perlakuan sebagaimanusia secara substantif martabatnya berbeda dihadapan hukum dengan
warga negara lainnya. presiden dan Wapres tjdaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege
hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat. Kedua, pasal 1j4, pasat 1i6 bis, dan
PasallJT KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat
rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran rnerupakan kritik atau
penghinaan terhadap Presiden dan/ataLr Wapres. Ketiga, pasal iJ4, pasal 136 bis, dan pasal 137
KUHPidana berpeluang pula menghambat h8k atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan ekspresisikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selaluidigunakan aparat hukLrm
terhadap momentum-momentum unjLlk rasa di lapangan. MK secara tegas j!ga ntenyatakan pasal
tersebut secara konstitusional bertentangan dengan pas.l28, pasal 28 E ayat (2) dan (l) UUD r945.

Dengan pertimbangan MK diatas telah secara;'elas bahwa norma delik penghinaan terhadap
Presiden dan Wapres inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika
merujuk pada frasa ,,penghinaan,,pada pasal t6l dan 264 RKUHp juga tidak dijetaskan secara
spesifik dan rinci perbuatan apa saia yang dap:t dikategorikan sebagai penghinaan. Hal tersebut
dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan m:syarakat khususnya aparat penegak hukum dalam
menerapkan pasaltersebut. Jika kedua pasal terseblrt tetap dirumuskan maka dapat berpotensi
teriadinya krim inalisasi terhada p bentuk krjtik dan penyampaian pendapat yang dituiukan kepada
Presiden dan wakil presiden.

Dengan tetap dipertahankannya rumusan derik penghinaan presiden dan wakir presiden drram
RKUHP secara jelas merupakan bentuk pembangkangan terhadap KonstitLlsidan pLrtusan MK yang
finaldan berkekuatan hukum tetap_

B. KEHORMATAN, NAMA BAIK DAN PENCEMARAN, PENCEMAMN TERTULIS PENGHINAAN,
PENCHINAAN RINCAN, PERSAN6KAAN PALSU, FITNAH, SERTA PENGADUAN F NAH ATAS
ORAN6 HIDUP DAN ORANG YANC TELAH MATI

Pembatasan-pembatasan yang diberikan untuk rnelindungireputasidalam RUU KUHp amat tidak
ielas bahkan membingungkan! pencemdron dan fitndh sama,sama didefinisikan sebagai ekspresi
yang menyerang kehormatan. yang membed:kan antara keduanya adalah pembuktian kebenaran.
Akan teiapipembuktian kebenaran tersebLrt hanya bisa dilakukan apabila hakim memandang perlu
atau apabila yang jadi sasaran adalah pegawai negeri.

Katakanlah seseorang menuduh seorang peternak lele (yang adalah non pegawainegeri) sehingga
nama baiknya dirugikan. Apakah jni pencendran atau Iitnah? Apabila hakim memandang perlu
dibuktikan kebenarannya, dan tuduhan it! tid:k terbukti, maka ekspresi tersebut adalah fitndh.

I Afticle '19 Adcle 19 (2000) Defrning Defamatian Nlic e 19 London hal. 15.
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Apabila hakim tidak memandang perlu adanya pemb!ktian, dengan demikian tuduhan tersebLrr
tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan karena ekspresi tersebut bersifat menyerang kehormatan
atas nama baik, maka ekspresi tersebut adaiah pencemaron. padahar hukuman maksimar
pencemoron paling Iama adalah peniara selama satu tahr.rn, sementara hukuman maksimal untuk
fitndh paling Iama adalah lima tahun.

Dengan demikian, daripada berusah-payah m€mbuktikan kebenaran tuduhannya (dan apabila
gagal diganrar maksimal peniara lima tahun), seseorang akan lebih baik memilih untuk sama sekaii
tidak berusaha (dengan maksimal hLrkuman mendekarn di buiselama satu tahun)tArtinya upaya
pembuktianjustrumengundangresiko.,Disisilain,pasalpasalinitidakmemberikanpanduanyang
jelas kepada hakim untukmenentukan apakah e ks pre s i te rsebut penc emaran atau fjtnah.

Kekaburan definisi ditambah lagi dengan saa] penghinaan ringdn (pasal 541), yang didefinisikan
sebagai ekpresidengan mengelLlarkan kata-kata tidak senonoh. Bagaimana membedakan antara
"kata'kata yang tidak senonoh,, dengan ,,serangan terhadap kehormatan,,? Apabila seseorang
disamaratakan dengan binatang, apakah itu p enghinoan ringan atau penaemdrdn (yangjelas bukan
fitnah, karena tak sukar menrbuktikan bahwa seseorang itu bukan binatang)? Tambahan lagi,
penghinoan tingon bisa saia dilakukan secara tulis:n, dengan resiko penjara satu tah!n. sementara
pencemaran, yang juga bisa dilakukan sec:.a tertulis bisa membawa hukuman penjara maksimal
dua tahun.

Katakanlah seorang petemak Iele dirugikan n;rna baiknya oleh dua orang, A dan B. A mengamuk
dan menyamaratakan peternak lele terseb!t dengan, katakanlah, seekor lele (kata,kaia yang
"tidak senonoh") (penghinaan ringon). Sedangkan B dengan sikap sopan mengatakan bahwa
berdasarkan observasi dalam kurun waktu teftentu, Iele yang dibesarkan oleh si peternak kalah
jauh kualitasnya dengan peternak lele lain (serangan terhadap nama baik) (pen.emdron). Dalam
kasus ini, B justru bisa mendekam selama dua trhun sedangkan A cukup satu tahun saia. pasal-
pasal ini lagi'lagitidak membe kan panduan yang jelas kepada hakirn untuk menentr.rkan aoakah
e kspresi terse but penc emdtun alau penghinaan ringan.)

Pasal 542 menyatakan bahwa apabila hakim rnenentukan bahwa yang dihina benar bersalah atas
halyang dituduhkan, maka pembuat tuduhan tidak dapat dipidana karena fitnah. Namun pernbuat
tuduhan tersebut bisa jadi tidak Iolos dari jerat lain, yaitu pasal 54o (pencemaran) apabila
pernyataan yang benar tersebut dinilai sebagai menyerang kehormatan atau nama baik orang
tersebut atau pasal 543 (penghinaan ringan) apabila kata-kata yang digunakan dianggap ,,tidak

JadiapabilaAmenuduhseorangpeternaklelekorupsidantuduhantersebutterbuktibenar,Abisa
tetap masuk peniara atas kebenaran pernyataannya karena si peternak Iele merasa nama baiknya
diserang atau karena menganggap kata,,korLrpsi,,tidak senonoh. Kesimplrlannya, pernyataan
yang benar pun bisa membawa seseorang masuk penjara.a

2l\tlicle 19l2oo4) Menoandun on lndanesian ciminar and civirDefamarion proyislons Arricle j9 Lordon har15.

4.Anicle 19 (2004) Menonndum on lndonesian Cinlinaiand CivilDefamatian proyislons, Arlicle .19 Londof hal15
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C. PANCASILA DAN KOMUNISME / MARXISME. LENINISME

Pasal ini bertujuan mencegah Llpaya meng!bah, mengganti atau meniadakan pancasila sebagai
dasar negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam pasal 221, tuiuan tersebut dicapai dengan
membatasi penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninsme di muka
un'rum secara lisan, tulisan dan/atau media lain kecuali untuk kegiatan i,miah. Orang yang
melakukan penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serain !ntuk
kegiatan ilmiah dapat dipidana penjara pa ing lama 7 tahun (pasat 219 ayat i). pidana penjara
berkisar antara paling lama 10 sampai 15 tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan
kerusuhan dalam masyarakat, luka-luka berat, kerugian harta benda, matinya orang dipidana (pasal
219 ayat 2).

PembatasantersebuttidakjeraskarenadefinisiKomunisme/Marxisme-Leninismeinisendirikabur.

Baik Komunisme, Ma isme atau Leninisme adalah tiga ideologiyang berbeda. Komunisme adalah
ideologi politik yang berupaya membentuk organisasisosial di masa depan yang tidak mengenal
kelas (cldssless) dan negara (stdteless) yang didasari pada kepemilikan be-rsama lcommon
ownershlp) atas alat-alat produksi (medns oI production).5 Marxisnre adalah falsafah, teori sosjal
dan praktik politik yang berdasarkan pada pe.nikiran seorang filsuf JermaD di abad 19 Karl Marx,
dimana salah satu pemikiraonya meng!sulkan konsep relasiprod!ksi(relatjon ofproduction) antar
manusia dalam menrelaskan struktur ekonomi masyarakat.6 Leninisme adalah teori ekonomi dan
politik cabang Marxisme yang dipraktikkan Vladimir Lenin diRusia yang meyakinibahwa kesadaran
revolusioner hanya bisa dicapai oleh kaum proletariat melalui kepeloporan partai komunjs yang
pejabatnya dipilih secara demokratis.T vladimir Lenin adalah perdana menteri pertama unisoviet
tahun 1917,3 Joseph Stalin adalah memimpin Uni Soviet di pertengahan mLllai t92o,e dan Mao Tse
Tung mendirikan Republik Rakyat Cina tahun r949 dengan tuiuan rnembangun Cina yang kuat dan
serahtera, membangun kembari pemerintahan baru dan membebaskan kalrn petani dari
kemiskinan,,o Dapat dilihat secara jelas bahwa penjelasan tersebut di atas menggabLrngkzn
sejumlah halyang berbeda dalam satu definisi. Hal initampak dikaburkan dengan tambahan ,,yang
diajarkan oleh... dan Iain-lain.,,Siapakah yang dimaksud dengan,,dan lain,lain,,ini? penielasan
seperti ini dengan mudah disalahgLnakar.

Tambahan lagi, definisi ini menyebutkan k:ta-kata berikut: ,,dasar_dasar dan taktik periuangan
yang... mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah pancasila.,,
Dasar dan taktik yang mana yang dimaksLrdkan tidak dijelaskan dalarr definisi ini. Satu hal lagj,
apabila dikaji secara kritis, Ideologi kapitaljsme dan arus pasar bebas bertentangan dengan Sila
kelima Pancasila yaltu Keadilan Sosial bagiseluruh rakyat tndonesiat padahal ideol;gi in i tumbuh di
lndonesia.

Pembatasan ini j'uga tida k ielas karena pasal220 a menyatakan bawa apabila seseorang mendirikan
organisasi yang potut didugo keras mengajut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, ia dapat
dipidana peniara paling lama io tahun. Kata "patut diduga keras,,membuat penrbatasan initidak

' Wikipedia Colr?munrsm d iakses dari sirJs n[p: ,e - w - ioedia org/wit r/Cor aL.ris m largqat 29 I\,4e 20066 Wikipedia Ma^6m o akses dan silus hflp.len.( I oeo a o 
"r* 

,i,,V"r, ". ,".q;-;ii6'M,e,i.iffi''
. Wikipedia lenrrlsm diakses dari s tus.hnoir-oiren w t o"o a.o.E 

"Lu. 
ren n sr ra _,iq"f Zg li" lOfjO.6wikipedia.errn diakses da shushtlp://;nwrrpedaoroiw[i/Le;;ri;;;;;:";iL-e;;;:i2"iiggarzsMei

'W:(ipedia Slarn dia(ses dari s iLrs rflp../en wri opd,a.oro/rif. S.r'in rarggdt 2q Vei 2006.'0 Wikiped.a Mao diakses dari situs nElreiJ k,o-o a o. q;:tM;ransiri zs vei ,odd-
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ielas karena bersifat m u lti interpretatif dan membuka peluang penyalahgunaan. penyebaran ataLr
pengembangan aiaran initidak dipidana apabila dilakukan untuk kegiatan ilmiah. Akan tetapitidak
diperielas apa yang dimaksud dengan kegiatan ilmiah. Apakah hal ini hanya berarti pengajaran
aiaran tersebut dalarn mata kuliah? Bagaimana dengan polemik di media massa atau kelompok
diskusi di luar kampus?

D. GOLONCAN PENDUDUK

RUU KUHP rnemuat pasal yang membatasi penyebarlLrasan pernyataan perasaan permusuhan
yang ditulukan kepada golongan penduduk tertentu sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan.
Pasal 286 menjabarkan bahwa golongan penduduk tersebut berdasarkan atas ras, kebangsaan,
etnik, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, cacat mentai atau cacat fisik. Apabila pernyataan
perasaan bermusuhan ini disebarluaskan, maka pelakunya diancam penjara paling lama empat
tahun dan dapat dicabut hak untuk menialankan profesi.

Untuk menimbang pasal ini, mari kita kaji kasus berikut. pada tahun 1994 di Denmarkr seorang
iurnalis radio melakukan wawancara dengaF seke ompok pemuda yang rnenyebut diri fitereka The
6reen Jackets (KelompokJaket Hijau). Dalam wawancara tersebLlt, si narasumber mengungkapkan
pernyataan yang rasis (menyamakan orang kulit hitam dengan binatang). pengadilan Denmark
rnenilai bahwa iurnalis ini membantLr dan mendukung (oiding and dbetting) penyebarluasan
pernyataan yang rasis sehingga harus mer.bayar denda, Oleh si jurnalis, kasus ini diajukan ke
Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi &{anusia (E urapean CourL af Human Rights).

&4emerangi diskriminasi rasial adalah hal yang dianggap penting oleh Mahkamah Eropa. Untuk
kasus ini, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (Europeon Court o, Humon Rights) menilai
bahwa penting untuk membedakan bahwa pernyatEan tersebut tidak diungkapkan o;eh si iurnalis
itu sendiri. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Court of Humdn Rghts) juga
mempertimbangkan apa saia isi siaran berita ini, isidan konteks berita serta tujuan dari program
ini.

Dalam kasus ini, Mahkamah Eropa untLrk Hak Asasi Manusia (Eurapeon Court of Humdn Rights)
menilai bahwa program tersebut diawali dengan sebuah pengantar, yang rnenielaskan tuiuan dari
wawancara tersebut yaitu untuk mengidentifikasi individu-individu yang rasjs dan memotret latar
belakang sosial dan pemikiran tersebut. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk
mengungkapkan dan menganalisa secara obyektif pandangan sekelompok pemuda yang jadi
perhatian publik. Wawancara tersebut juga disiarkan sebagai bagian darj program berita yang
bersifat serius dan ditujukan kepada pendengar yang merniliki informasi (d wellinfarmed
dudience)rr OIeh karena itu, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Caurt af Humon
Rights) bahwa Denmark telah melanggar kebebasan berekspresi dariiurnalis tersebut.

Pembatasan ini kabur karena tidak secara tegas menjelaskan tentang penyebarl!asan ekspresi
tersebut. Berkaca pada contoh kasus diatas, pembatasan ini bisa diiatuhkan kepada jurnalis yang
menjalankan tugasnya karena dinilai menyiarkan, r1rempertunjukkan atau memperdengarkan
rekaman. Perlu ada ketegasan tentang individu yang menyatakan ekspresitersebut dan jurnalis.
Pembatasan ini bermaksud melindungi golongan penduduk tndonesia berdasarkan ras,

r1 Kasus Jersild v. Denmark September '1994 App catio n No. 1 5890/89. D a mbt dari Articte 1 9 Artlc/e 7 9,s
Freedom of Exptession Manual: lntematianal Case Law (Cutent Update). Landon hat. 150-151.
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kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, jenis kelarnin, umur, cacat mentar atau cacat fisik. Hal
tersebut adalah kepentingan yang perlu !ntuk dilindungi dan sejalan dengan pembatasan daiam
pasal 19 Kovenan Intemasional Hak-Hak Sipil dan politik. pembatasan berupa pidana penjara
maksimal empat tahun bahkan kehilangan hak untuk menialankan profesi dapat memberikan
dampak yang merugikan terhadap kebebasan berekspresi. Ada banyak cara yang bisa digunakan
untuk melindungi kepentingan tersebut, seperti tarnpak pada contoh kasus diatas.

E, PENGHINAAN AGAMA

RUU KUHP memuat sejumlah pasal yang membatasi ekspresi yang menghina agama. pasal j48
menyatakan bahwa setiap orang yang merryatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang
menghina agama yang dianut di lndonesia.. penyebarluasan penghinaan tersebut diatur dalam
pasal 349. Sementara pasal 35o membatasi penghasutan yang meniadakan keyakinan terhadap
agama.

Penielasan pasal 148 mengungkapkan behwa pembaiasan ini selaras dengan sila pertama
Pancasila dan sendiutama hidup bermasyarakat dj tndonesia. penghinaan terhadap agama yang
dianut di Indonesia dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam
masyarakat. Tersirat dalam penjelasan pasa j5o meniabarlan bahwa pembatasan dilakukan demi
mencegah agar pemeluk agarna di lndonesi: menjEdi tidak beragama.

Untuk penghinaan (pasal348), seseorang da pat dipeniara paling lama dua tahun. Sedangkan yang
menyebarlLlaskan, bisa masuk penjara sel.ma t!j!h tahun atau dicabut hak untuk menjalankan
profesinya (pasal349). Sedangkan yang menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama
dapat dipenjara paling lama empat tahun.

Untuk menimbang kasus tersebut, mari k,ta kaji kasus berikut. Sebuah serial berjudul Tdrnal
ditayangkan ditelevisi tndia yang mengganrbarkan ketegangan komunitas dan kekerasan antara
umat Muslim dan Hindu dan antara unrat Muslim dan Sikh didaerah Lahore. program inisendiri
lolos uii Dewan Sensor Film (Centrol Baard af Film Censors). Seorang warga mengJlukan kasus ini
ke pengadilan untuk mencegah tayangan serial ini dengan alasan, antara Lin, memancing
kekerasan dan memicu rasa benciantar urnat agarna yang berbeda. Untuk kasus inj. Mahkamah
Agung rnenolak tuntutan tersebut karena tayangan iniseberumnya sudah Ioros Dewan sensor Firrn
dan serial ini sepenuhnya mengambil sud!t pandang seorang manusia biasa sehingga dapat
"menciptakan kesan mendalam tentang perdamaian dan kebersamaan.,,rl

Pembatasan ini bersifat kabur karena tidak ada perbedaan yang tegas antara ekspresi menghina
dan ekspresiyang lajn, misalnya fiksi, humor, parodi maupun kajian ilmiah lintas agarna. Tersirat
dalam penjelasan pasall48 bahwa pasal,pasal ini bertlrjuan melindungimoral rnasyarakat. Hal ini
sesuaidengan pasal t9 Kovenan tnternasional Hak-Hak Sipil dan politik ayat l. pemberian pidana
peniara antara dua hingga tujuh tahun bahkan pencabutan hak Lrntuk menjalankan profesinya

t,_Rame_sh Dalal v- t)nian otlrd,a. ArR [1988] SC I g89]
(1993) The Anicle 19 Frcedom of Expressioi nanoaoo.
Procedurc Articte 19 London hal. 142.

LRC (Consl.) 618. Dianrbitdari DiambitdariAriicte t9
lntemational and Camparative Law, StandarJs and
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merupakan pembatasan yang tidak benarbenar diperllrkan untuk melindungi kepentingan
tersebut.

F. PELANGGARAN KESUSILAAN

RUU KUHP memuat sejumlah pasal yang membatasi ekspresiyang dinilaimelanggar kesusilaan.
Pasal 469 membatas! pelanggaran kesusilaan dirnuka umum atau dimuka orang lain yang hadir
tanpa kemauan sendiri. Penielasan pasal ini mengupas soal ,,di muka umum,,yang dijelaskan
sebagai"dapat dilihatnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang Iain.,, pasal 47o membatasi
ekspresi yang "mengeksploitasi" daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual,
hubungan seksual antara Iaki-laki dan perempuan, sesama jenis, dengan binatang atau dengan
jenasah. Yang melakukannya dapat dipidana karena pornografi. pidana karena pornografiberlaku
untuk mereka yang menyebarluaskan ekspresi di atas (pasal 47r). Orang yang meniadi diri sendiri
dan/atau orang lain sebagai model atau obyek untuk ekspresi di atas juga dipidana karena
po rnografi (pa sal 475)., sedangkan penyebarluasan lewat media mendapatkan pembatasan.

Pasal 475 membatasi orang yang menjadikan diri sebagai model atau obyek yang
"mengekp,oitasi" daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa,
ketelanjangan tubuh, daya tarik tubuh, bagian tubuh orang yang menari atau bergoyang erotis,
aktivitas ber(iuman bibir, masturbasi, bersetubuh atau aktivitas yang mengarah pada
persetubuhan baik dengan lawan ienis, sesama ienis, yang telah meninggal dan/atau he\,!an..
untuk pasal 469 sampai pasal 480, penjelasan senrua pasal iniadalah ,,cukup jelas.,,

Untuk menimbang pasal-pasal tersebut, mari kita melihat ilustrasi berikut. Di Kanada berlaklr
undang-undangyangmelarangdistribust(distribution)ataupcrtuniukkan(exhibitjon)daripublikasi
yang cabul (obscene) yang didefinisikan sebagai ,,publikasi apapun yang merniliki karakteristik
dominan tentang eksploitasi seks yang berlebihan (undue exploitation of sex) atau seks dan
kriminalitas, horor, kekejaman atau keke.asan,,. Dalam menentukan apakah eksploitasitersebut
berlebihan, Mahkamah Agung mencatat bahwa para juri harus menerapkan ,,uji standar toleransi
masyarakat" (the comm unity standard af talerance test) dimana ffrereka mempertimbangkan jenis
publikasi yang tidak bisa mereka terima untLrk ditampilkan ke depan warga Kanada lainnya. Apa
yang dapat ditolerir oleh masyarakat terganiung dari kerugian yang dapat terjadi akibat tampilan
tersebut. Kerugian di sinidimaksudkan pada kecenderungan yang dapat mengarahkdn 5eseorang
untuk bertindak secara anti sosial.

Apabila tampilan seks tersebut penting unt!k tLrjuan artistik, sastra, ilmiah atau tuiuan-tuiuan Iain
yang serupa, para juri akan menentukan bahwa publikasi tersebut tidak termaslrk publikasi cabul.
Undang-undang ini merupakan pembatasan yang dapat diterima (permissible) karena (1) tuiuan
dari ketentuan ini bukanlah ketidakpantasan moral (moral disapprobotion) tetapi pencegahan
kerugian masyarakat (2) sekalipun sukar Lrntuk mengaitkan secara langsung kecabulan dengan
kerugian masyarakat uii ini masuk akal untuk mengira-ngira bahwa tampilan gambar merniliki
hubungan sebab akibat terhadap perub:han sikap dan keyakinan, dan (3) undang-undang ini
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mencantumkan pembatasan kebebasan berekspresi sekecil mungkin karena hanya mencakup
d istribusi pu blik dan pertuniukkan materi yang memiliki resiko kerugian terhadap masyarakat.,r

Sedangkan di lndia, Iembaga yang berwenang menilai film mengeluarkan arahan untuk
menentukan apakah sebuah film harus dilarang karena menyunggung moral masyarakat.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa arahan tersebut tidak mengarahkan Dewan Sensor Film

untuk mempertimbangkan manfaat secara artistik maupun sosial. Menanggapisoal ini, Mahkamah

Agung lndia mengeluarkan pernyataan sebagai berikutl

"Standar kita horus dikerangkakdn dengan sedemikian rupa sehingga kita semua tidak
direduksi ke tinEkot dimana petlindungan terhadap te.hadop kelompok yong poling tidok
mampu (the leost capable) don paling tok punya pegangan (deprove) menentukan apo yang

tidak ddpat dilihat otau dibaco aleh mereka yanl sehdt secaro morol (marally healthy)... Seks

dan ke.abulon liddk selolu sdmo (synonymous) dan keliru untuk menCEiolongkan seks sebogoi

cabul (obscene), tidakpantason (indecent) otou imaralitas (immoral)."

Pandangan ini digunakan oleh Hakim Agung HidEyatullah untuk rnenyatakan bahwa film yang
menyorotisecara singkat kawasan larnpu merah Bombay yang nrenampilkan sejumlah pekerja seks

komersial mengenakan rok mini dapat ditay:ngkan tanpa pembatasan (unrestricted viewing),4

Pembatasan initidak jelas karena kabur dan dapat ditafskkan secara berbeda-beda oleh masing-

masingorang. Tidakdapatdibedakan antara ekspresiyang bersifat kecabulan dengan relief candi
berseiarah atau busana trad,sional. Melind!ngi moral pLrblik adalah kepentingan yang ingin
dilindungi melalui pasal-pasal ini. Hal ini selaras derlgan pasal 19 Kovenan Internasional Hak,Hak

Sipil dan Politik ayat J, Akan tetapi pembElasan yang kabur tidak dapat digunakan untuk
kepentingao tersebut.

G. RAHASIA JABATAN ATAU PROFESI

Dalam RUU KUHP terdapat sejumlah pasal yang membatasi rahasia yang terkait dengan jabatan

atau profesi seseorang. Rahasia yang wajib disi pan karena jabatan dan profesinya saat iniata! di

masa lalu adalah ekspresiyang dibatasi dalam pasal 551. Sementara rahasia tentang tempat kerja

dibatasi di pasal 552. Kedua pasal ini merupakan delik aduan. Sementara pada pasal 551,
pembatasan diberikan kepada rahasia iabatan tentang kantor atau instansi pemeriniah.

Apabila rahasia iabatan atau profesi bocor, maka orang tersebut diganjar pidana penjara paling
lama dua tahLrn (pasal 551). Kalau rahasia tentang tempat keria bisa diganiar satu sampai empat
tahun (pasal 541). Sementara rahasia iabatan tentang kantor atau instansi penrerintah bisa

membuat seseorang atau pegawai negeri dipenjara sampai lima tahun (pasal 55j). Ketiga pasal ini
juga mernasang jerat Iain yaitu pencabutan hak menlalankan profesi (pasal 554).

13 Buuer v. Hsr Majesly the Queen, Judgment of 27 Feb. 1992. Diambit dari Articte 19 (1993) The Anicle 19
Freedom ol Expression Handbook, lntemational and Canparative krv, Sland€ds and Procedurc Amcte 19
London hal.'191.

1a KAAbbasv. Union of lndia note 85 supra a1498 D arnbit da Afticte lS (993) The Atlicte 19 Freedan af
Expr€ssion Handbook, lntemational and Conparclive Law Standads and Procedurc Arljcte 1 I London hal. 1 92.
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Yang dimaksud dengan rahasia karena iabatan atau profesi sendiri tidak dijelaskan. ,,Rahasia,,
didefinisikan sebagaisegala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang bert<epentingan
sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya, sedangkan kewajiban rn;;im;; rahasia diteliti
kasus per kasus berdasarkan ketentuan hLrkum atau kebiasaan yang berlaku ipenjelasan pasat 55r).
AdapLrn kepentingan yang dilindungi deng:n membatasi rahasia jabatan ata; profesisendiri tidakjelas.

Sedangkan pencegahan terjadinya persaingan tjdak sehat dalarn dunia usaha nrenjadi tuiuan
pembatasan atas ekspresi berupa hal,hal khusus tentang tempat keria (penjelasan pasat 552).Pembatasan atas pegawai negeriatau seseorang atas ekspresitentang instansipemerintah (pasal
553) tidak ietas tuiuannya.

I1. DELIK PERS

A. BERITAATAU PEMBERITAHUAN BOHONC, TIDAK PASTI, BERLEBIHAN ATAU TIDAK LENCKAP

Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang nrengakibatkan keonaran atau kerusuhan
dalam masyarakat dibatasidalam pasal lo9, terrnasuk apabila hal tersebut pdtut didugd bohong.
Sedangkan pasaljjo, berita yang tidak pasti, berlebihan atau tjdak lengkap iuga dibatasi, termasuk
apabilahaltersebutpdtutdidugaddpatr:,erft,bulkankeonarandalam-masyalrakat.

Jelas bahwa pasal,pasal disini sangat merugikar, kerja jurnalistik dalam penulisan berita.,, Untuk
menimbang hal ini, marilah kita ambil contoh pemberitaan media seputar kasus korupsi ditubuh
Komisi Pemilhan Umum (KpU). Kasus ini secara terang benderang memperjihatkan bahwa
pernyataan selumlah narasumber dapat berubah,.,bah dari hari ke hari. seorang narasumber bisa
mengeluarkan penyataan A di hari pertama dan mengeluarkan penyataan B;i hari berikutnya.
Pembatasan pada pasa l-pasa I te rseb ut bisa menyebabkan jurnalis yang memberitakar pernyataan
A dinilai "menyiarkan berita bohong.,, Mahkamah tropa untuk Hak AslsiManusia (european Court
ofHumon Rights) menyebutkan bahwa berita adala h komoditas yang bisa musnah iperishable) dan
rnenunda penerbitan, bahkan dalam waktu singkat bisa mengurangi nilai dan kepen ngan dari
berita tersebut.r6 pentingnya peran pers mendapatkan penegasan dari Mahkamah Antar-Amerika
untuk Hak Asasi Manusia (lnter-American Cat1ft af Human nrghts) yang menyebut bahwa media
rnassalah yang membuat pelaksanaan kebebasan berekspresi meni;i kenyataan karena pers
punya tugas Llntuk menyebarluaskan informasi dan gagasan yang terkait dengan kepentingan
publiK dan publik pLrn punya hak untuk menerimta informasidan ga-gasan tersebit. Apabila hal initidak diamin, maka pers tidak bisa memainkan peran sebagai ,,ijing peniaga.,,,7 Sementara
Mahkamah Agung Jepang,uga menyebut bahwa taporan yanj dibuat o;h m;;.a tentang potitjk
memberikan informasiyang dibutirhkan bagi masyarakat untuk membuat keputusan potitik dan
melayanihak masyarakat untuk menerimE informasi.,s Terlebih Jagi, di lndonesia sendiriuntuk soal

'5 Lehbaga Bantu€n Hukum (LBH) pers /2006) op rr. hat 5o Ariicre 19 (2004) Memorandum on tnoonesiatn bininarand civitDefamaton provis/brs Anic e 19 London ha.
1'Adicte 19 (2004) op.c/'t hat.4.n ibid
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pemberitaanr terdapat mekanisme lewat uU pers no 49 tahun 1999 iuga melalLri Dewan pers dapat
ditempuh.

Pembatasan ini tidak ditetapkan dengan jelas karena sejumlah kata-kata yang digunakan
"berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam mtssyarakat,, dapat ditafsirkan secara
berbeda-beda. Makna yang kabur juga tertibat pada penggunaan kata-kata seperti ,,berita yang
berlebihan-"

B. PENERBITAN DAN PERCETAKAN

RUU KUHP memuat seiumlah pembatasan atss penerbitan dan percetakan, atau yang disebut
dengan delik pers. Pasal771 rnembatasi seseorang menerbitkan ,,halyang sifatnya dapat dipidana,,
karena disurLlh oleh orang yang tidak diketahui, atau karena disuruh oleh orang yang diketahui
atau patut diduga bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.
Sedangkan pasal772 membatasi seseorang rnencetak tulisan atau gambar atas ketentuan suruhan
orang yang sama dengan pasal sebelumnya.

Akan tetapi pasal 773 menegaskan bahwa pasal 771 dan 77a tergantung dari sifat tr.rlisan ataL
gambar yang diterbitkan atau dicetak. Apabila tulisan dan garnbar tersebut merupakan iindak
pidana delik aduan, maka penerbit atau pen.etak dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Akan
tetapi apabila tulisan dan gambar terseb!t tidak raensyaratkan pengaduan, maka penerbit dan
pencetak dapat dituntut tanpa perlu ada pengaduan.

Pembatasan pada pasal-pasal diatas dinilai kabur. ,,Sifat tulisan dan garnbar,,, baik sebagai tindak
pidana aduan atau tidak, bisa terbuka pada penafsiran yang berbeda-beda. Kepentingan
penrbatasan melalui pasal-pasal tersebut tidak jelas. Dapat diasumsikan bahwa pasal-pasai ini
bertujuan mencegah penyebarluasan materimateri yang,,sifatnya dapat dipldana.,, Karena apa
yang dimaksud dengan hal tersebut tidak jelas, maka kepentingan yang dilindungi rneniadi tidak
sah.

C. Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan

RUU KUHP memuat pasal yang membatasi ekspresi yang dapat mempengaruhi hakim dalam
sidang pengadilan, yaitu dalan pasal 329. D-.ngan demikian, ekspresiyang dapat mempengaruhi
sifat tidak memihak dari si hakim pun dibatEsi. penjelasan pasal ini menyebirtkan bahwa
pefibatasan tersebut berti.riuan untuk melinCungi peradilan atau proses sidang pengadilan
terhadap perbuatan yang merusak kenetralan pengadilan.

untuk menimbang pasal ini, mari kita ka,i kasLrs berikut. Di tnggris sebuah harian Sunddy Times
menerbitkan sebuah artikely;ng mengkritisi penguiian dan pemasaran thdlidomide, sejenis obat
yang tehh menyebabkan cacat fisik pada anak,anak yang Iahir dari ibu yang mengkonsumsi obat
tersebut ketika hamil. Harian tersebut diperintahkan untuk menghentikan penerbitan artikel
tersebut untLrk memelihara integritas proses pengadilan karena di saat yang sama pihak-pihak
yang terkait tengah melakukan negosiasi, yang dapat terpengaruh oleh artikel tersebut. Kasus ini
kemudian diaiukan ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Coutt of Human
R'ghts).
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Oleh Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Man!sia (European Court of Humdn Rights), pembatasan
tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi karena bencana thalidomide
jelas-ielas termasuk kepentingan publik. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (Europeon
Court of Humdn Rights) kemudian memutuskan bahwa pengadilan tidak dapat berlangs!ng dalam
ruang hampa. Penyelesaian kasus yang tenBah berjalan di pengadilan tidak dapat dijadikan alasan
untuk meniadakan diskusi tentang persoalan tersebut.,e

Pasal ini sangat bersinggungan dan berpotensi melanggar kebebasan berpendapat, hak atas
informasi dan kemerdekaan Pers jika tidak dialur secara jelas. Da:i-r pasal ini seolah,olah ingirl
menyatakan Hakim yang memihak ke sa ah saLu pihak karena dipengaruhioleh masyarakat atau
media atau menyalahkan masyarakat yanE mencoba kritis. padahal jauh lebih dari it! sejatinya,
hakim dan pengadilan iustru harus mamplt menerapakan prinsip independensi yang tidak bisa
dipengaruhi oleh hal apapun.

Jika kita meruiuk pada undang,undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalant pertimbanganya
menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan
menjadi unsur yang sangat penting untLrk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis. Lebih spesifiknya lagi pasal 4 yang menyatakan b:hwa pers nasional
tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untLrk menjamin
kemerdekaan pers, pers nasional merrpunvai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi.

Pasal J29 RKUHP tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah pers masuk ke dalamnya
ataukah ada pengecualian untuk pers. Sehingga jika pasal ini tetap disahkan, maka tidak bisa
dihindarkan lagitentang adanya tumpang tinCih hukum bahkan krirninalisasi terhadap insan pers.

Kond isi in i sangat rentan disalahgunakan karena prsal,pasalyang ada dalam Coa sangat berpotensi
melanggar kemerdekaan pers dan hEk asasi rnanusia. [4isalnya saja larangan untlrk
mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhisiJat tidak
memihak hakim dalam sidang pengadilan. TiCak aC: ukuran yanB jelas dan incli[ator bagaiman:
hakim bisa terpengaruhi dengan publiktssi yang dimaksud, pun begitu sesungguhnya sudah ada
pranata dewan pers yang bisa mengadili masalah pers sehingga tidak perlu ada hukurn pidana.

Pembatasan dalam pasal ini kabur karena kata,kata ,,yang ... merusak kenetralan pengadilan,,
dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. pembatasan ini bertuiuan untuk memastikan agar
pengadilan bersikap netral- Kepentingan ini terkait juga dengan hak atas pengadilan yang;dil
(right to a fair trial) yang merupakan salah satu h:k asasi manusia. Akan tetapi pembatasan ini
terlalu kabur untuk melindungi kepentingan tersebut. pembatasan ini tidak benar_benar
dibutuhkan karena dapat merugikan kebebasar berekspresi. Dengan adanya pernbatasan seperti
ini, pers tidak dapat melangsungkan investigasi atau memberitakan artikel tentang kasus_kasus
yang tengah diproses di pengadilan. Hal seperti inij!stru bisa melanggar hak publik untuk tahu.

1e Kasus Sunday Times v. lnggis 26 Aprit 1 S7S, Se r es A no. 30. Diar.bit dart Anicte tg Atticle 1s s Freedom af
Expression Manual: lntemational Case Law (Currcnt Update). London 1993 hat228.
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D, PERTAHANAN KEAMANAN, RAHASIA NE6ARA DAN KEPENTIN6AN NEGARA

RUU KUHp rl1emuat sejumlah pasal yang bertujuan mencegah orang tanpa wewenang metakukanupaya mencari, menerima dan menyebarlLraskan informasi yang bersangkutan dengan
kepentingan pertahanan kearnanan negara.

Pembatasan ini tidak jelas karena alasan berikut. Kepentingan pertahanan kear anan negara
didefinisikan sebagai hal-hal seperti gambar (potret, lukis atau tangan), pengukuran, penutisan,
keterangan, petunjul! surat, peta bumi, rencana atau barang, letak, bentuk, suiunan persenjataan,
perbekalan, perlengkapan amunisj, kekuatan orang, cetakan, tiruan, berita atau hal Iain (pasal 22g,
229,236 dan 237), Senentara rahasia negara didefinisikan sebagai hal yang berhubunBan dengan
pertahanan keamanan (penielasan pasal 217). sedangkan apa yang dim;ks;d dengan kepentingan
negara (pasal 236) tidak diietaskan.

Definisi ini kabur karena bisa mencakup semua hal. Definisi inijuga tidak menielaskan siapa yang
berwenang menentukan rahasia negara. Dengan demikian, pasal i-nidapat disaiahgunakan

Ekspresi yang dibatasi adalah membLrat, mengumpulkan, mempunyai, menyjmpanJ
menyembunyikan, mengangkut (pasal 22g), rnernberi tempat menLlmpang, menyefirbunyikan
(pasal:29), mengumumkan, nremberitahukan, memberikan, melihat, memp;jari, membuat atau
menyuruh membuat cetakan, gambar atau tiruEn atau tidak menyerahkan rahasia negara kepada
peiabat yang berwenang.

Sulit untuk menentukan apakah pembatasan ini benar,benar dibutuhkan Lrntuk melindungi
kepentingan keamanan nasional karena apa yang dimaksud dengan keamanan nasional tidak
didefinisikan. Sementara itu, untuk sesuatu yang tidak didefisinikan, sangat tidak tayak apabila
perbuatan tersebut dapat diganjar penjara hingga 7 tahLrn.

REKOMENDASI

Dengan penielasan diatas, perlu perlrbahan rnendasar atas Rancangan KUHp. pasar_pasar dararn
Rancangan KUHp berpotensi mengganggLr kemerdekaan pers. perub:han tersebut i-tencakup tiga
hal--rnenghapus seluruhnya pasal-pasal dalam Rancangam KUHp, mengubah brnyl p"sutp"srt
agar tidak meniftbulkan salah penafskan dan rnernindahkan pasal-pasalirenjadi hukum perdata
(bukan pidana).
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Tabel Pasal-Pasal Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi

Tabel Pasal yang berpotensi membungkam Kebebasan Berekspresi

:r
PASAL Pid Peniara

MAX

Penghinaan terhadap presiden dan wakil
presiden, kepala negara dan wakil kepala
negara sahabat, penghinaan terhadap
Pemerintah

16),264 5

Penghinaan kepala negara dan wakil
kepala negara sahabat

269 4

Penghinaan terhadap Pemerintah 284,285

Pencemaran nama baik 540 2

Fitnah 541 5

Penghinaan ringan 543 1+113

Pengaduan fitnah 545 5

Pencemaran orang yang sudah meninggal 548,s4C '1

Penghinaan terhadap Simbol Negara 281,282,28j 5

Penghinaan terhadap kekuasaan umum
dan lembaga negara

447 2 3

Penghinaan terhadap agama 348,349 2 5

Penyebaran dan Pengembangan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme

119, 22O 7 15

Pernyataan perasaan permusuhan atau
penghinaan terhadap kelompok tertentLr

286,287,288,
289

1 5

Penghasutan untuk melawan pengLlasa
umum

29a,291,292 1 6

Penghasutan untuk meniadakan
keyakinan terhadap agama

150 4

lrndaR Pidana lerhadap Kehidupan
Beragama dan Sarana lbadah

352 2

rencemaran orang yang sudah rneninggal 548,\49 )
Tindak Bidana PembocoTan rahasia 551 ) 5
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Pasal yang berpotensi membungkam Pers
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